
PERATURAN DAER.AH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 11 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS DAERAH, CABANG DINAS,

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang : a- bahwa dengan terah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Ta-
hun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintah
Nomor 25 Tahun'2000, tentang Kewenangan pemerintah danpropinsi sebagai Daerah otonom maka Dinas Daerah, cabang
Dinas, unit peraksana Teknis Dinas dan Rumah sakit Umum perru
ditinjau kembari dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebu-
tuhan _

b' bahwa daram rangka pelaksanaan kewenangan Daerah perru diben-
tuk Dinas Daerah, cabang Dinas, Unit pera[sana Teknis Dinas dan
Rumah Sakit Umum Daerah;

c' bahwa untuk itu, perru ditetapkan. dengan peraturan Daerah ;

Mengingat: 1. undang-undang Nomor i3 Tahun 1950 tentang pembentukan
Dderah-daerah Kabupaten daram Lingkungan propiisi Jawa Tengah

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1ggg, tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1g99 Nomor 60, iambahan Lem-
baran Negara Nomor 3939);

3' Undang- undang Nomor 25 Tahun lggg tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah 1te-moaran Negara
Tahun lggg Nomor T2,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 g4g)
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5.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan

Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3e52) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 No-.

mor 165 ) ;

Keputusan Presiden Nomor44Tahun 1999 tentang Teknik Penyusun-

an Peraturan Perundang-undangan dan bentuk perundang-undang-

an, Rancangan I Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan

Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS DAERAH, CABANG DINAS, UNIT PELAK-

SANATEKNIS DINAS DAN RUMAH SAK]T UMUM DAERAH KABU-

PATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung

c. Bupati adalah BupatiTemanggung

d. Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Temanggung;
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e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung yang merupakan
Unsur Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas. menyeleng-
garakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu

f. cabang Dinas adalah cabang Dinas Kabupaten Temanggung yang merupakan
unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala cabang Dlnas untuk
Melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawabnya.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten
Temanggung yang merupakan unsur penunjang pelaksana tugas teknis ope-
rasional tertentu pada dinas yang bersangkutan ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian-
nya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk

(1) Dinas Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari

a. Dinas Pekerjaan Umum;
b. Dinas Kesehatan ;

c. Dinas Pendidikan dan Pengajaran
d. Dinas Pertanian;
e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
f Dinas Pertanahan;
g. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
h. Dinas Pendapatan Daerah;
i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

(2) Cabang Dinas Kabupaten Temanggung yang terdiri dari :

a. Cabang Dinas Pekerjaan Umum ;

b. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
c. Cabang Dinas Pertanian ;

d. Cabang Dinas Pertanahan
c. Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Temanggung yang terdiri dari :

a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. lnstalasi Farmasi dan Alat Kesehatan
c. Balai Benih lkan;
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d. Rumah Potong Hewan

e, Balai lnseminasi Buatan

f Balai lnformasi Penyuluhan Pertanian
g. Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

(4) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Daerah

Paragraf I
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 3
(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksanan Pemerintah Kabupaten

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan

Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah

ini Dlnas Peker.jaan Umum mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum

b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam

bidang pekerjaan umum

c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dibidang pekerjaan umum

d. Pengelolaan perijinan pembangunan dibidang pekerjaan umum

e. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran

informasi dibidang pekerjaan umum ;

f. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pekerjaan

umum

g. Pengendalian dan pembinaan dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum

h. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pekerjaan Umum.

110



Pasal 6
(1)Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum meliputi

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari

1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum,

c. Sub Dinas Tata Kota terdiri dari :

1. Seksi Pertamanan

2. SeksiKebersihan
3. SeksiPerijinan;
4. Seksi Pemadam Kebakaran

d. Sub Dinas Bina Marga, terdiridari:

1. Seksi PerencanaanTeknis Bina Marga;

2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan

3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan .

e. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya

2. Seksi Bangunan dan Perumahan ;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

f" Sub Dinas Pengairan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan

2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan

3. SeksiEksploitasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional"

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan umurn sebagaimana tercantum dalam lam-

piran 1 Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan
Pasat 7

('t) Dinas Kesehatan merupakan unsurPelaksana Pemerintah Kabupaten

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertang-

gung lawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah .
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Dinas Kesehatan mempunyai tugas ;fil1i"ttarakan kewenangan daerah datam

bidang Kesehatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah

ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan yang meliputi pencegahan dan

pemberantasan penyakit, pelayanan dan pengawasan kesehatan lingkungan serta

Kesehatan;

b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam

bidang kesehatan yang meliputipencegahan dan pemberantasan penyakil, pela-

yanan dan pengawasan kesehatan, kesehatan lingkungan serta kesehatan

keluarga ;

c. Pengelolaan perijinan dibidang kesehatan yang meliputi pencegahan dan pembe-

rantasan penyakit, pelayanan dan pengawasan kesehatan, kesehatan lingkungan

serta kesehatan keluarga ;

d.Penyelenggaraanpelayananumumyangmeliputipenyuluhandanpenyebaran
informasi dibidang kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan

penyakit, pelayanan dan pengawasan kesehatan, kesehatan lingkungan serta

kesehatan keluarga

e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan

yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit pelayanan dan pe-

ngawasan kesehatan, kesehatan lingkungan serta kesehatan keluarga ;

f Pengendalian dan pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis dan cabang Dinas

dalam lingkuP Dinas Kesehatan ;

g. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Kesehatan'

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian KePegawaian
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum.
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c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan, pencatatan dan pelaporan

2. SeksiMonitoring dan Evaluasi;
3. Seksi Penelitian Pengembangan pelayanan

4. Seksi Pengembangan Jaringan Komonisasi Elektronik.

d. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari

1. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit dan Wabah;
2. Seksi Pencegahan Penyakit;
3: Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
4. SeksiPenyehatan Makanan dan Minuman.

e. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiridari

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasardan KB;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan KB
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta
4. SeksiGizi

f. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

'1. Seksi Promosi Kesehatan ;

2. Seksi Pembinaan lnstitusi dan Tempat-tempat Umum
3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penyehatan Lingkungan
4. Seksi Ketahanan Keluarga.

g. Sub Dinas Ketenagaan, terdiri dari: :

1. Seksi Pendayagunaan Tenaga;
2. Seksi Peningkatan dan Mutu Tenaga;
3. Seksi Perijinan, Akreditasi Bidang Kesehatan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll
Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini-

Paragraf 3

Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Pasal 11

(1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran merupakan unsur Pe!aksana Pemerintah Kabu-
paten

(2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
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Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas menyelenggarakan

Kewenangan Daerah bidang Pendidikan

. Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanan dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah

ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran rnempunyaifungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah serta pembinaan generasi muda

dan olah raga ;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan

c. Pembinaan umum dan teknis dalam_penyelenggaraan kewenangan daerah dibi-

dang Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Pengelolaan perijinan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan

e. Petayanan teknis dan administratif dibidang ketenagaan, sarana prasarana dan

keuangan pada semua unsur dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Pengajaran

f. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan

g. Monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan dan

kebudayaan;

h. Pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas

dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Pengajaran,

i. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 14

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran meliputi :

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum.

c. Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Seksi TK, SD I SDLB
2. Seksi Pendidikan SLTP;

3. Seksi Pendidikan SMU dan SMK.
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d. Sub Dinas Tenaga Kependidikan

1. Seksi Guru TK, SD/SDLB
2. SeksiGuru SLTp;
3. SeksiGuru SMU dan SMK;

e. Sub Dinas Sarana dan prasarana Sekolah

1. Seksi Sarana.dan prasarana TK, SD/SDLB
2. Seksi Sarana dan prasarana SLTp;
3. SeksiSarana dan prasarana SMU dan SMK

f. Sub Dinas Pendidikan luar Sekotah ,

'1. Seksi Pendidikan Anak Dini Usia;
2. Seksi Pendidikan Dasar Menengah Luar Sekotah
3. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat.

g. Sub Dinas GenerasiMuda, Olah Raga, Kebudayaan

1. Seksi Kesiswaan dan Generasi Muda;
2. SeksiOlah Raga,
3. SeksiKesenian dan NilaiBudaya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas pendidikan dan pengajaran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran lll Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisah-
kan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Pertanian
Pasal 15

(1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten
(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertang-

gung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

. pasal 16
Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelengEarakan kewenangan Daerah dalam
bidang pertanian, Peternakan dan perikanan.

Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 peraturan Daerah
ini Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, peternakan dan perikanan
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b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam

bidang pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Pengelolaan perijinan dibidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Penyelenggaraan dan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penye-

baran, informasi bidang Pertanian, Petemakan dan Perikanan ; 
:

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang Pertanian,

Peternakan, dan Perikanan ;

Pengaturan, pengendalian dan. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan

Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian ;

Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Pertanian-

Pasal l8
(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian meliputi :

a. Kepala
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari

1. Sub Bagian KePegawaian

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum.

c. sub Dinas Pedanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

2. Seksi Produksi Tanaman Pangan ;

3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan HasilTanaman Pangan dan Hortikultura

4. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan

Sub Dinas Peternakan terdiridari

1. Seksi Kesehatan Hewan;
2. Seksi Produksi Peternakan

3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Peternakan

4. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

Sub Dinas Perikanan terdiri dari :

1 .Seksi Produksi Perikanan ;

2. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Perikanan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

4. Seksi Sumber DaYa HaYati.

c.

d.

e.

f.

g.

d.

e.
i
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f. Sub Dinas Ketanahan Pangan terdiridari :

1 .Seksi Perencanaan
2. Seksi Distribusi Pangan
3 .SeksiAgribisnis
4. Seksi Sarana dan Produksi Permodalan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional..

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran lV

Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Pasal 19

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Kabupaten;

(2) Dinas Ferindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah ;

Pasal 20

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas

menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan

dan koperasi ;

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal20 Peraturan Daerah

ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan dan perko-

perasian;

b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam

bidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasian ;

c. Pengelolaan perijinan dibidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasian

d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran

informasi bidang perindustrian, perdagangan dan perkoperasian ;

e. Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang

perindustrian, perdagangan dan perkoperasian ;

f. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
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Pasal 22

(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi meliputi :

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian KePegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum.

c. Sub Dinas Program, Laporan dan Evaluasi :

1. SeksiProgram;
2. Seksi Evaluasi dan LaPoran

3. Seksi Pengembangan lklim Usaha;

4. Seksi Pengembangan SDM' Koperasi dan PKM'

d. Sub Dinas lndustri

1. Seksi lndustri dan Hasil Pertanian

2. Seksilndustri HasilPerkebunan dan Hasil Hutan

3. Seksi lndustri Elektronik dan Aneka ;

4. Seksi lndustri Logam Kimia, Mesin, Alat Angkut dan Perekayasaan

c. Sub Dinas Perdagangan;

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

2. Seksi Perdagangan Luar Negeri

3. Seksi Perlindungan Konsumen

4. Seksi Pendaftaran Perusahaan.

f. Sub Dinas KoPerasi ;

1. Seksi Kelembagaan KoPerasi

2. Seksi Simpan Piniam dan Fasilitasi Permodalan

3. Seksi KoPerasi Pertanian ;

4. Seksi KoPerasi Non Pertanian

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana

tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang

tak terpisahkan.
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Paragraf 6

Dinas Pertanahan
Pasal 23

(1) Dinas Pertanahan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten

(2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan ber-

tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah-

Pasal 24

Dinas Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam

tridang Pertanahan

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah

ini Dinas Pertanahan mempunyaifungsi :

a- Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan

b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam

bidang pertanahan ;

c- Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran

informasi dan penyelenggaraan administrasi ;

d- Pengelolaan perijinan dibidang Pertanahan

e- Monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanahan

f- Pengaturan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap Cabang Dinas dalam Lingkup

Dinas Pertanahan ;

g- Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pertanahan.

Pasal 26

{1) Struktur Organisasi Dinas Pertanahan, meliputi

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiridari

1. Sub Bagian Keuangan

2. Sub Bagian KePegawaian

3. Sub Bagian Umum

c- Sub Dinas Tata Guna Tanah dan Tata Ruang, terdiri dari :

1. Seksi Data Tata Guna Tanah dan Tata Ruang ;

2. Seksi Rencana dan Bimbingan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang

3. Seksi Informasi Pertanahan.
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d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :

1. Seksi Penataan Pengaturan PenguasaanTanah

2. Seksi.Pengendalian Pengaturan Penguasaan Tanah

e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari :

1. Seksi Pemberian Hak-hak Atas Tanah;

2- Seksi Pengadaan Tanah ;

3. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan

f.SubDinasPengukurandanPendaftaranTanah,terdiridari:

1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;

2. Seksi Pendaftaran Hak, Konversi, Pengakuan / Penegasan Hak

3. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT'

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Vl

Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Tenaga Keria, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 27

(1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan sosial merupakan unsur Pelaksana Peme-

rintah Kabupaten;

(2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasidan sosialdipimpin oleh seorang Kepala yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupatimelaluisekretaris Daerah'

Pasal 28

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasidan Sosial mempunyaitugas menyelenggarakan

kewenangan daerah dalam bidang Tenaga Keria, Kependudukan dan sosial.

Pasal 29

untuk menyelenggaraka n tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah

ini Dinas Tenaga Keria, Transmigrasi dan Sosial mempunyai fungsi '

a.Perumusankebijakanteknisdibidangtenagakerja,kependudukandansosial

b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam

bidang tenaga kerja, kependudukan dan sosial

c.Pengelolaanperijinandibidangtenagakerja,kependudukandansosial
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d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi pengolahan dan penyebaran

informasidibidang tenaga kerja; kependudukan dan sosial

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas{ugas bidang

tenaga kerja, kependudukan dan sosial

f. Pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas

dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial ;

g. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Pasal 30

(1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial meliputi

a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian K epegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum.

c. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga Keriaan , terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Norma Kerja ;

2. Seksi Pengawasan K 3 dan Higiene Perusahaan

3. Seksi Perselisihan Hubungan lndustrial, Organisasi Pekerja dan Pengusaha

4. Seksi l-lubungan lndustrial, Syarat kerja dan Kesejahteraan Pekerja

d. Sub Dinas Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Keria

2. SeksiPerluasan Kesempatan Keda ;

3. Seksi Program Pelatihan dan Sertifikasi

4. Seksi Pemagangan dan Produktivitas.

e. Sub Dinas Transmigrasi, terdiri dari :

1. Seksi lnformasi, Pendaftaran dan Penampungan

2. SeksiSarana dan Perbekalan

3. Seksi Penempatan dan Pemantauan

4. Seksi Kerjasama Antar Daerah.

f. Sub Dinas Kesejahteraan dan RehabilitasiSosial, terdiridari :

1. Seksi Bantuan Sosial
2. Seksi Pembinaan Organisasi dan Keseiahteraan Sosial

3. SeksiRehabilitasiPenderita Cacat, Tuna Sosial, dan Lanjut Usia;

4. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Keluarga.

g. Ketompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebagaimana

tercantum dalam lampiran Vll Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas PendaPatan Daerah

Pasal 31

(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur oelaksana Pemerintah Kabupaten

(2) Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oteh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan

Daerah dalam bidang pendapatan daerah ;

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah

ini Dinas Pendapatan Daerah mempunyaifungsi

a. perumusan kebilakan teknis dibidang pendapatan daerah yang meliputi retribusi,

pajak dan pendaPatan lain-lain ;

b. Pengkajian dan pengembangan bidang pendapatan daerah yang meliputi retribusi,

pajak dan pendaPatan lain-lain ;

c. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaran kewenangan daerah dalarn

bidang pendaPatan daerah

d. Pengelolaan perijinan yang berkaitan dengan pendapatan daerah

e. Penyelenggaraan pengelolaan retribusi , pajak dan pendapatan lain-lain

f Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran

informasi mengenai retribusi, pajak serta pendapatan lain-lain daeralt

g Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan

daerah

h. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pendapatan Daerah'

Pasal 34

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah meliputi :

a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
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1. Sub Bagian Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum.

c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiridari :

1. Seksi Pendaftaran ,

2. Seksi Pendataan;
3. Seksi Dokumentasidan Pengolahan Data.

d. Sub Dinas Penetapan terdiridari :

1. Seksi Perhitungan
2. Seksi Angsuran;
3. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiridari :

1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan,

2. Seksi Pembukuan dan Persediaan

3. SeksiPelaporan.

f. Sub Dinas Penagihan terdiridari :

1. Seksi Penagihan;
2. Seksi Keberatan i

3. Seksi Pengelolaan dan Penerimaan Sumber Lain-lain.

g. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasionalterdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan
.2. Seksi Penggalian dan Peningkatan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lam-

piran Vlll Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 35

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabu-

paten

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan

Kewenangan Daerah dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan.
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Pasal 3l
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaim ana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah
ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan

b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam
bidang Kehutanan dan Perkebunan;

c. Pengelolaan perijinan dibidang Kehutanan dan Perkebunan

d. Penyelenggaraan dan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penye-

baran informasi dibidang Kehutanan dan Perkebunan ;

e. Monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas{ugas dibidang Kehutanan

dan Perkebunan ;

f Pengaturan, pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan

Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

g. PenyelenggaraanTata Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
' Pasat 38

(1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan meliputi :

a. Kepala

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian;
2, Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Umum.

c. Sub Dinas Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

2. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan
3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

4. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.

d. Sub Dinas Kehutanan terdiri dari :

1. Seksi Hutan Rakyat dan P-eriiinan

2. Seksi Konservasi Tanah; . .

3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Produksi Kehutanan

4. Seksi Sarana dan Prasarana Kehutanan.

e. Sub Dinas Bina Program terdiridari :

1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data

2. Seksi Perencanaan ;

3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

.f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum
dalam lampiran lX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian y.ang tak terpisah-
kan dari Peraturan Daerah ini.

, Bagian Kedua
Cabang Dinas

Paragraf 1

Cabang Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 39

(1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Dinas

(2) Cabang Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung fawab kepada Kepala Oinas ;

Pasal 40

Cabang Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
tugas Dinas Pekerjaan Umum diwilayah kerjanya.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal40 Peraturan Daerah
ini Cabang Dinas Pekerjaan Umum menrpunyaifungsi :

a. Membantu Dinas Pekerjaan Umum dalam perumusan keb'rjakan teknis dibidang
Pekerjaan Umum;

b. Membantu Dinas Pekerjaan Umum dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan
pelayanan umum ;

c. Pelaksanaan sebagian pekerjaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum diwilayah kerianya ;

d. Melakukan.urusan Tata Usaha Cabang Dinas Pekeriaan Umum.

Pasal 42 \

(1) Struktur Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum meliputi :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. SeksiUmum;
d. Seksi Pembangunan
e, SeksiEksploitasi
f Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam
lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Pasal 43

(1) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran merupakan unsur pelaksana Dinas

(2) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas menyelenggarakan

sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 45
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal44 Peraturan Daerah
ini Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

a. Membina dan mengurus Taman Kanak-Kanak dan usaha wajib belajar;
b. Mernbina dan mengurus pendidikan masyarakat
c. Membina dan mengurus kegiatan pembinaan generasi muda dan keolahragaan
d. Mernbina dan mengurus kegiatan pengembangan kebudayaan;
c. Melakukan urusan tata usaha Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 46

(1) Struktur OrganisasiCabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran meliputi :

a. Kepala I

b. Sub Bagian, Tata Usaha
c. Seksi Persekolahan :

d. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
c. Seksi Binmudora dan budaya ;

f Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana ter-
cantum dalam lampiran Xl Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

t26



Paragraf 3

Cabang Dinas Pertanian
Pasal 47

(1) Cabang Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Dinas

(2) Cabang Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 48

Cabang Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas

Pertanian.
Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48 Peraturan Daerah

iniCabang Dinas Pertanian mempunyaifungsi :

a. Membantu Dinas Pertanian dalam perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian,

Peternakan dan Perikanan

b. Membantu Dinas Pertanian dalam Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pela-

yanan umum;

c. Pelaksanaan sebagian pekerjaan dibidang Pertanian

d. Melakukan urusan Tata Usaha Cabang Dinas Pertanian.

Pasal 50

(1) Struktur OrganisasiCabang Dinas Pertanian meliputi :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Produksi;
d. Seksi Usaha Tani

e. Seksi Sarana dan Prasarana

f Kelompok Jabatan Fungsional"

(2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampir-

an Xll Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Cabang Dinas Pertanahan
Pasal 51

(1) Cabang Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Dinas

(2) Cabang Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 52
Cabang Dinas Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas
Dinas Pertanahan.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52 Peraturan Daerah
iniCabang Dinas Pertanahan mempunyaifungsi :

a. Membantu Dinas Pertanahan dalam perumusan kebijaksanaan teknis dibidang
Pertanahan

b. Membantu Dinas Pertanahan dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pela-
yanan umum;

c. Pelaksanaan sebagian pekerjaan dibidang Pertanahan di wilayah kerjanya

d. Melakukan urusan Tata Usaha Cabang Dinas Pertanahan.

Pasa! 54
(1) Struktur Organisasi Cabang Dinas Pertanahan meliputi :

a. Kepala
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Tata Guna Tanah dan Tata Ruang
d. Seksi Hak - Hak Atas Tanah;
e. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
f. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran Xlll Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 5

cabang Dinas -?:,:H dan Perkebunan !

(1) Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Dinas.

(2)Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala yang

berada dibawah dan bertangggng jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 57

Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
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Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 57 Peraturan Daerah

ini, Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi

a. Membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam perumusan kebijaksanaan

teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan

b. Membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemberian perijinan dan

pelaksanaan pelayanan umum ;

c. Pelaksanaan sebagian pekerjaan dibidang Kehutanan dan Perkebunan

d. Melakukan urusan Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 59

(1) Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan meliputi :

a. Kepala;
b. Seksi Produksi

c. Seksi Usaha Tani
d. Seksi Sarana dan Prasarana;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana ter-

cantum dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Dinas
Paragraf I

Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 60

(1) Puskesmas merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas

(2) Puskegmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertang-

gung jawab kepada Kepala Din"p"""l 
51

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembinaan dan

pengembangan upaya kesehatan secara paripuma kepada masyarakat di wilayah

kerjanya.
Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 61 Peraturan Daerah

ini Puskesmas mempunyai fungsi :
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a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat ;

b. Penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
c. Pembinaan kesehatan masyarakat

d. Pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu

c. Pembinaan teknis kepada unit pelayanan kesehatan swasta dan kader

pembangunan kesehatan ;

f Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader

pembangunan dibidang kesehatan ;

g. Pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat.

h, Melakukan urusan tata usaha Puskesmas.

Pasal 63

(1) Struktur Organisasi Puskesmas meliputi :

a. Kepala

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

d. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat.,

e. Seksi Pemberdayaan masyarakat

f Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran XV, dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragrat 2

lnstalasi Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 64

(1) lnstalasi Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan unsur pelaksana Operasional

Dinas

(2) lnstalasi Farmasidan Alat Kesehatan dlpimpin oleh seorang Kepala yang berada

dlbawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 65

lnstalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan

perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan,

pengelolaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan pembekalan farmasiyang,,
diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Pencegahan, pemberantasan penyakit dan
penyuluhan kesehatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
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Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 65

lnstalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyaifungsi :

a. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan dan pendistri-

busian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.

b. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pencatatan

dan pelaporan mengenai persediaan dan mutasi obat, alat kesehatan dan per-

bekalan farmasi.

c. Melakukan pengamatan terhadap mutu/kualitas obat, alat kesehatan dan per-

bekalan farmasi secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan

didistribusikan.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan obat , alat kesehatan dan per-

bekalan farmasi serta melakukan pembinaan pada sarana pelayanan kesehatan.

e. Melakukan urusan Tata Usaha lnstalasi Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 67

(1) Struktur organisasi lnstalasi Farmasi dan Alat Kesehatan meliputi :

a. Kepala
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Penyimpanan dan Distribusi

d. Seksi Perencanaan, pencatatan dan Pelaporan;

e. Seksi Monitoring dan Evaluasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi lnstalasi Farmasi dan Alat kesehatan sebagaimana tercantum

dalam lampiran XVI Peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisah-,

kan dariPeraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Balai Benih lkan

Pasal 68

(1) Balai Benih lkan merupa(an unsur Pelaksana Operasional Dinas

(2) Balai Benih lkan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertang-

gung jawab kepada^Kepala Dinas.

Pasal 69

Ealai Benih lkan mempunyaitugas menyelenggarakan bimbingan langsung terhadap

usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknik pembenihan.
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Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal69 Peraturan Daerah
ini Balai Benih lkan mempunyaifungsi :

a. Membantu pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan
rakyat dan pengendalian mutu benih

b. Menghasilkan benih untuk keperluan penebaran diperairan umum untuk penya-

luran dan pengisian kekurangan benih yang dihasilkan oleh usaha pembenihan

rakyat;

c. 'Membantu dalam melaksanakan uji lapangan teknologi pembenihan yang lebih
baik;

d. Menyebarluaskan teknologi pembenihan yang sudah teruji dilapangan kepada
Usaha Pembenihan Rakyat ;

e. Melakukan urusan tata usaha Balai Benih lkan.

Pasal 71

(1) Struktur organisasi Balai Benih lkan meliputi :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha:
c. Seksi Produksi
d. SeksiPerlindungan
e. Seksi Sarana dan Prasarana
f Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Balai Benih lkan sebagaimana tercanturn dalam lampiran XVll
Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 4

Rumah Potong Hewan

Pasal 72

('t) Rumah Potong He,ryan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas

(2) Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 73

Rumah Potong Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional

dalam bidang pemotongan hewan.
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Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 74 Peraturan Daerah

ini Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi .

a. Melaksanakan bimbingan kesehatan masyarakat veteriner
b. Melaksanakan bimbingan penyediaan, sarana dan prasarana;

c. Melaksanakan bimbingan pemeriksaan dan pengujian laboratorium

d. Melakukan urusan tata usaha Rumah Potong Hewan.

Pasal 75

(1) Struktur Organisasi Rumah Potong Hewan meliputi :

a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;

d. SeksiLaboratorium
e. Seksi Sarana dan Prasarana
f Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran

XVlll Peraturan Daerah ini , dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Balai !nseminasi Buatan

Pasal 76

{1) Balai lnseminasi Buatan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas

(2) Balai lnseminasi Buatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 77

Balai lnseminasi Buatan mempunyai tugas menyelenggarakan teknis operasional

dibidang lnseminasi Buatan.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud PasalTT Peraturan Daerah

ini Balai lnseminasi Buatan mempunyai fungsi :

a- Melaksanakan bimbingan pengembangan teknologi inseminasi buatan

b- Melaksanakan bimbingan penyediaan sarana dan prasarana

c- Melaksanakan bimbingan pemantauan dan evaluasi inseminasi buatan,

d. Melaksanakan urusan tata usaha Balai lnsemhasi Buatan.
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Pasal 79
(1)Struktur organisasi Balai lnseminasi Buatan meliputi :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Sarana dan Prasarana
d, Seksi KajiTerap ;

e. Seksi Evaluasidan Pelaporan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Balailnseminasi Buatan sebagaimana tercantum dalam lampir-
an XIX Peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam
Peraturan daerah ini.

Paragraf 6

Balai Informasi Penyuluhan Pertanian
Pasal 80

(1) Balai lnformasi Penyuluhan Pertanian merupakan unsur Pelaksana Operasional
Dinas

(2) Balai lnformasi Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasat 81

Balai lnformasi Penyuluhan Pertanian mempunyaitugas menyelenggarakan kegiatan
dibidang pelayanan , informasidan penyuluhan pertanian.

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 83 Peraturan Daerah
ini Balai lnformasi Penyuluhan Pertanian mempunyaifungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan rencana keria penyuluhan pertanian

b. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian

c. Pembinaan, pengelolaan BPP;

d. Pengelolaan sentra komunikasi pembangunan pertanian

e. Pelatlhan / kursus bagi penyuluh pertanian.

f Bimbingan sarana usaha tani nelayan ;

g. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas

h. Penyelenggaraan tata usaha Balai lnformasi Penyuluhan Pertanian.
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Pasal 84

(1) Struktur Organisasi Balai lnformasi Penyuluhan Pertanian, meliputi:

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Evaluasidan Pelaporan

d. SeksiKajiTerap
e. Seksi Sarana dan Prasarana
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Balai lnformasi Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum

dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisah-

kan dari peraturan Daerah ini.

ParagralT
Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 85

(1) Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana

operasional Dinas.

(2) Balai Benih.Tanaman Kehutanan dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala

yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 86

Balai Benih Tanaman Kehutanan dan' Perkebunan mempunyai tugas

menyelenggarakan teknis operasional dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 87 
i

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 86 Peraturan Daerah

ini Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyaifungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan rencana kerja Balai Benih Kehutanan dan

Perkebunan ;

b. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan bidang BenihTanarnan danKehutanan

dan Perkebunan

c. Pengelolaan sentra komunikasi pembangunan Kehutanan dan Perkebunan

d. Monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas{ugas Balai Benih Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan;

e. Penyelenggaraan Tata Usaha Balai Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan.
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Pasal 88
(1) struktur organisasi Balai Benih ranaman Kehutanan dan perkebunan, meliputi :

a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Sarana dan Prasarana
d. Seksi Produksi ;

e. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
f. Kelompok Jabatan Fungsionat.

(2) Bagan organisasi Balai Benih ranaman Kehutanan dan perkebunan sebagai-
mana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 89
(1)Rumah sakit umum Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten

(2) Rumah sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 90
Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan
secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,
pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan
serta pencegahan dan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 91

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasalT2 Peraturan Daerah
ini Rumah Sakit Umum Daerah mempunyaifungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan medis ;

b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis

c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan

d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan ;

e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

f. Penyelenggaraan penelitiandanpengembangan

g. Melakukan urusan Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah.
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Pasal 92

(1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah meliputi :

a. Kepala,
b. Seksi Keperawatan terdiridari :

1. Sub Seksi Bimbingan Asuhan dan Pelayanan.,

2. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan

3. Sub Seksi Pendidikan dan Latihan.

c. Seksi Pelayanan terdiridari :

1. Sub Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

2. Sub Seksi Penggunaan Fasilitas dan Penunjang Medis

3. Sub Seksi Pengendalian dan Pemulangan Pasien.

d. Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :

1. Urusan Penyusunan Anggaran dan Program;

2. Urusan Perbendaharaan;
3. Urusan Verifikasidan Akutansi;

4. Urusan MobilisasiDana dan Penyusunan Program.

e. Sub Bagian Sekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari:

1. Urusan tata Usaha ;

2. Urusan KePegawaian;

3. Urusan Umum;

4. Urusan Rekam Medis.

f. SMF Bedah dan SMF Non Bedah.

(2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam

lampiran XXll Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak,terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LA IN

Pasal 93

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 94

Tugas pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
-
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor 11 Tahun

1998 tentang Organisasidan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah

Tingkat llTemanggung.

2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor 1 Tahun

1g91 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabu-

paten Daerah Tingkat ll Temanggung.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor 6 Tahun

1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah

Tingkat llTemanggung.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat !lTemanggung Nomor. 12 Tahun

1991 tentang Organisasidan Tatakeria Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabu-

paten Daerah Tingkat ll Temanggung.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor 20 Tahun

1995 tentang Organisasi dan Tatakeda Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat llTemanggung Nomor 'l Tahun 1996

tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat ll

Temanggung.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor 3 Tahun 1 996

tentang Organisasi dan Tatakeia Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat ll

Temanggung.

8. Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkatllTemanggung NomorS Tahun 1996

tentang Organisasidan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat ll

Temanggung.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ltTemanggung Nomor 3 Tahun 1991

tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat llTemanggung.

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya diatur oleh Bupati.
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Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah
ini dengan penempatannya'dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 23 - 12 - 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkandi Temanggung
Padatanggal 23 Desember2000

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KAEUPATEN TEIVTANGGUNG TAHUN 2OOO NOMOR 21
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5 BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGTING

-ampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
UnitPelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.

Sub Bagian
Keuangan

Seksi
Ketrersiharr

Seksi
Perijinan

Kelompok
Jabatan Funs.si

Sub Dinas
Cipta Karya

Seksi
Perencanaan Tekris

Pengairan

Seksi
Penyehatan Lingkungan

Permukiman.

Seksi
Perencanzrarr Teknis

Bina lvlarga



BAGAN ORCAMSASI

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGTING

Lampiran ll : Pcraturan Daorah Kabupaton Tcmanggung
Nomor : 11 Tahun 2ooo tcntang
Pembenhrkan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
UnitPelaksana Teknis Dinas dan 

-Rumah

Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.

Kelompok
Jabatan Fungsional

m
Seksi Perencanaan,

.Pencatatan dan
Pelaporan

Sub Dinas
Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

I s"kri I'"ngo,rntn,'I dan Pengendalian
i Penyakit dan Wabah

Sub Bagian
Umum

Sub Dinas
Bina Program

Sub Dinas
Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Seksi
Monitoring dan

Evaluasi

Seksi
Pelayanan Kesehatan

Rujukan dan KB

Seksi Pembinaan
lnstitusi dan Tempat

Tempat Urnum

Scksi Pcningkatan
dan Pcnrbinaan Mutu

Tenaga

Seksi Pemberdayaan
Keluarga & Penyehatan

L.ingku ngan

Seksi
Perijinan, Akreditasi
Bidang Kesehatan

Seksi
Promosi Kesehatan

Seksi
Pendayagunaan

Tenaga

Seksi
Pencegahan

Penyakit

5
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BAGAN ORGAMSASI :

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran lI : Peraturan Daerah Kabupaten Temang\
Nomor : 11 Tahun 2000 tentantg
Pembentr:kan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.

--l1tltH
,i

Sub Bagian
Umum

Sub Dinas
Bina Program

Sub Dinas
Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Sub Dinas
Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi
Pelayanan Kesehatan

Rujukan dan KB

Seksi Pembinaan
lnstin:si dan Tempat

Tempat Umum

Seksi
Pelayanan Kesehatan

Swasta

Seksi Pemberdayaan
Keluarga & Penyehatan

Lingku ngan

Seksi
Monitoring dan

Evaluasi

Seksi Penilitian,
Pengembangan

Pelayanan

Sub Dinas
Pencegahan dan

Penrberantasan Penyakit

Seksi Pengamatan
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Seksi
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Tenaga
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Seksi

Perijinan, Akreditasi
Bidang Kesehatan
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L..l;rprran lll : Peraturan Daerah Kabupaten 'femanggung

Nomor : 1'l Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.
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I]AGAN ORGANISASI

I)INAS PERTANIAN
KABUPATEN TEMANGGLTNG

J,ri,,r

il
I

li

Kepala

Lampiran iV: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 1'l Tahun 2000 tentallS
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.
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.l+ BAGANORGANISASI
DINAS PERTANA}IAN
K.{BIIPATEN TEN,IANGGUNG

Kelompok

Lampiran VI : Per \ n Dielah Kabupatr;n-'lbrnanggung
Nomu; : 11 Tahun 2000 tqntang
Pernbeirnrlian Dnas Daerah, Cabang Dnas,
Unit Pclaksana 'Ieknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Dacrah Kab. Temanggung'

Sub Bagian
Umum

Seksi
I'emberian llak-hak
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Penanahan

[.- -tilr,* -lI sub Din.. irj Perrgtrkuran tlan ii

I Pr-ntlaliaran Trnah ii
L:rr:.-,::i=..iir:r.F.i.::T ;.r.'..aar.'.'. i...' ! r

Cabang Dnas

'<v Ar\_.-l /

oNo



BAOAN ORGANISASI
DINASTENAGA KERJA,

TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGI,JNG

Lampiran y'II : Peraturan Da-erah Kabupaten Temanggung' Nomor : 11 Tahirn 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.

Seksi Pembinaan
Organsiasi dan
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Kelompok
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BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAI]

\ KABUPATEN TEMANCGTINC

Kelornpok
Jabatan Fungsional

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
UnitPelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.
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BAOAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN TEMANGGI.ING

Kelompok
Jabatan

Lampid, rX : Irernturan Daerah Kabupaten .lbmsnggung

Nomor : 11 Tahi:n 2000 tii'tang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
UnitPelaksana Teknis Dinis dan 

-Rumah

Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.

Sub Dinas
Perkebunan

Perlidungan Tanaman
Perkebunan
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BAGAN ORCANISASI

CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TEMAN GGI.ING

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten -Temanggung

' Nomor : 1 1 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah

Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung'

Kepala
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il*Jl*_ji
[{_il=il

Seksi
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Lampiran Xl : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang binas,
UnitPelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Urnum Daerah Kab. Temanggung.

Kepala

UI

Sub Bagian
"[ata Usaha

Seksi
Pendidikan

Luar Sekolah

Seksi
Binmudora
dan Budaya
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BAGAN ORCANISASI '

CABANG DINAS PBRTANIAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

XII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah

Sakit Umum Daer8h Kab. Temlnggung'

Lampiran

Kepala

Sub Bagian
Tata Usaha
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BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PERTANAHAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XIII : Perahrran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentrkan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 

-Rumah

Sakit Umu4 Daerah Kab. Temanggung.

Seksi
Pen gaturan Pert strasaan
Tana}, Tata Gun'a Tanalr

dan Tata Ruang

Kepala

Seksi
Hak - Hak Atas

Tanah
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I Pengukuran dan II

I Pendaftaran Tanah E
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BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS

KEIIUTANAN DA.N PERKEBUN.\N I

KABUPATEN TEMANGGUNG
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Lampiran XtV: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
. Nomor : 1i Tahun 2000 tentang

Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung.-

Sub Bagian
Tata Ljsaha
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BAGAN ORGAMSASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DTNAS

PUSKESMAS
KABUPATEN TEMANGGLTNG

Kelompok
Jabatan Fungsional

Lampiran XV: Peraturan D_1erah Kabupaten Temanggung
. Nomor : 11 _. Tahun 2o0o tEiiang

Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit pelaksana Teknis Dinis dan 

"Rumali
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung-

Kepala
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Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi
Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Seksi
Pemberdayaan

Masyarakat
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Lamoiran XVl. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung' Nomor : f i Tahun 2000 tentang

Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah

Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung'

Seksi
Penyinrpman dan

Disuibusi

Sub Bagian
Tata Usaha
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BAGAN ORGA,NISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

BALAI BENIH IKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XWI : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : . 11 Tahun 2000 t;;tanE
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas-,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 

-Rumah

Sakit Umum Daerah Kab, Temanggung.

Seksi
Perlindungan

Seksi
Sarana dan
Prasarana

Sub Bagian
Tata Usaha
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BAGAN ORGANISASI
I.JNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

TTUMAH POTONG HEWAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor : 11 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Dinas Daerah' Cabang Dinas,

Unit PelaksanaTeknis Dinas dan Rumah

Sakit Umum Daerah Kab. TEmanggung

Qhffio



BAGAN ORGANISASI '.\
UNIT PELAKSANA TEKNii.OTNES I

BALAI INSEMINASI BUATAN ]

' KABUPATEN TEMANGGLTNG ,I
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i Kelonrpok
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Jabatan Fungsional
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Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dao Rumah
Sakit Umum Daerah Kab, Temanggung

Ur\p

Sub Bagian
Tata Usaha



Lampiran XX

Seksi
Evaluasi dan

Pelaporan

Peraturan Daerah Kabupaton Temanggung

Nomor : 11 . Tahun 2000 tentang

Pembpntukan pipas Daerah, Cabang Dinas,

Urlit',Pglaksana, Teknis Dinas dan Rumah

Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung

Strb Bagtan
lhta Usalra

h,



BACAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

BALAI BENIH TANAMAN
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN

Lampiran XX : Peraturan Daerah Kabupaten Temariggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas ,
Unii Pelaksana Teknis Dinas dan 

-Rumah

Sakit Umum Daerah Kab. Teman.q.qune.
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Seksi
Sarana dan
Prasarana

Sub Bagian
Tata Usaha

Seksi Peneolahan
dan Pemisaran

Hasil

I TEMANGGLING
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t\) BA6AN ORGANISASI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGT'NG

Sub Seksi
Etika dan Mutu
Keperawatan

Lamoiran XXII : Peranrran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 11 Tahun 2000 tentang
Pembenu.rkan Dinas Daerah, Cabang Dinas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah
Sakit Umum Daerah Kab. Temanggung'

Satuan
Pengawasan

Intern

Sub Bagian
Keuangan dan

Frogram

Urusan
Penyusunan Anggaran

dan Progranr

Unrsan
Verifikasi dan

Akuntansi

Sub Seksi
Pendidikan dan

Latihan

Sub Seksi Pengendalian
Penerimaan dan

Pemulangan Pasien

Seksi
Pelayanan

Sub Bagian
Sekretariatan dan

Rekam Medis

Sub Seksi
Bimbingan Asuhan

dan Pelayanan

Unrsan
Perbendaharaan

Urusan
Mobilisasi Dana dan
Penyusunan Program

SMF Bedah dan
SMF Non Bedah



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomqr : 11 Tahun 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS DAERAH, CABANG DINAS,

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN RUMAN SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22'Tahun 1999 tentang Pemerin-
tah Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi
Perangkat Daerah. Dalam pasal60 Undang-undang Nomor 22Tahun 1999 di-
nyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang
mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai
karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memer-
lukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Pera-
turan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 :CukupJelas
Pasal 2 . Angka 1 DinasPekerjaan Umum adalah penggabungandari Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten, Cabang DPU Bina Marga, dan
Cabang DPU Cipta Karya.

. Angka 2 Dinas Kesehatan adalah penggabungan dari Dinas Ke-

sehatan Kabupaten dan Departemen Kesehatan .

. Angka 3 Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah penggabungan

dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Pendi-

dikan dan Kebudayaan.

. Angka 4 Dinas Pertanian adalah penggabungan dari Dinas Per-

tanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan.

. Angka 5 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah
penggabungan dari Cabang Dinas Perindustrian, De-

163



partemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Koperasi.

. Angka 6 cukup jelas.

. Angka 7 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah

penggabungan dari Cabang Dinas TenagaKeria, Departemen

Transmigrasi dan Cabang Dinas Sosial.

. Angka 8 cukup jelas

. Angka 9 Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah penggabungan

dari Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah dan Dinas , Perke-

bunan.

. Angka 1 0 s/d 22 cukuP jelas

Pasal 3 s 1 d 97 : Cukup Jelas

t64


